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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan pada PT Cansan Karya Nusantara Sejahtera.PT Cansan 
Karya Nusantara Sejahtera adalah perusahaan kontruksi yang beralamat di Sungai 
Raya Dalam.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pengakuan 
pengukuran  dan mendeskripsikan kesesuaian laporan keuangan perusahaan terhadap 
PSAK 70 tentang akuntansi aset dan liabilitas pengampunan pajak.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif yaitu dengan cara 
membandingkan obyek penelitian dengan konsep pembanding. Obyek penelitian ini 
adalah Neraca dan Laporan Laba Rugipada PT Cansan Karya Nusantara.Sedangkan 
konsep pembandingnya adalah PSAK No. 70 tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas 
Pengampunan Pajak. Tujuannya adalah mengungkapkan secara deskriptif data yang 
akan dianalisa oleh peneliti. 
Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan 
PSAK 70 pada PT Cansan Karya Nusantara Sejahtera belum sepenuhnya 
menerapkan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 70. 
Kata kunci : Tax Amnesty, PSAK, Laporan Keuangan. 




Pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia beberapa tahun terakhir ini cenderung 
mengalami perlambatan yang berdampak terhadap turunnya penerimaan pajak dan juga 
telah mengurangi ketersediaan likuiditas di dalam negeri yang sangat diperlukan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Di sisi lain banyak harta 
dari warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar negeri, baik itu dalam bentuk 
likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menambah 
pendapatan dalam negeri sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. 
Masalahnya adalah sebagian dari harta yang berada di luar wilayah indonesia 
belum pernah dilaporkan oleh pemilik harta ke dalam Surat Pemberitaan Tahunan Pajak 
Penghasilannya sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang  timbul jika dilakukan 
pembandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam surat tersebut.  
Selain itu, pembiayaan yang berasal dari masyarakat akan mendukung 
keberhasilan pembangunan nasional, yaitu berupa  penerimaan pembayaran perpajakan. 
Agar peran serta ini dapat terdistribusikan secara merata tanpa ada pembeda, untuk itu 
perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum.Hal 
ini didasarkan karena masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum 
atau tidak dilaporkan kepada pihak otoritas pajak.Aktivitas yang belum atau tidak 
dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para wajib pajak yang telah 
berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya 
tidak berkontribusi aktif dalam pembiayaan pembangunan nasional. 
Untuk itu perlu diterapkan langkah khusus serta terobosan kebijakan yang tepat 
guna mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan untuk warga negara Indonesia yang 
berencana ingin mengalihkan dan mengungkapkan hartanya dalam bentuk kebijakan 
Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Terobosan kebijakan Pengampunan Pajak atas 
pengalihan harta tersebut juga didorong  oleh  kecilnya kemungkinan pemilik harta 
untuk menyembunyikan kekayaannya di luar wilayah Indonesia karena semakin 
terbukanya sektor keuangan dunia dan semakin meningkatnya intensitas pertukaran 
tentang informasi antarnegara. 
Kebijakan Pengampunan Pajak ini dilaksanakan dalam bentuk pelepasan hak 
negara untuk menagih pajak yang terutang.Oleh karena itu sudah sepatutnya jika pemilik 
  87 
 
 
[JAAKFE, Desember 2017] 
 
harta diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas Pengampunan Pajak yang telah 
diperolehnya.Dalam pelaksanaan undang-undang ini, penerimaan Uang Tebusan 
diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). 
Dalam jangka pendek, hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 
diterimanya Uang Tebusan yang berguna bagi negara untuk membiayai berbagai 
program yang telah direncanakan. Sedangkan dalam jangka panjang, negara akan 
mendapatkan tambahan aktivitas ekonomi dari penerimaan pajak  yang berasal dari harta 
yang telah dialihkan dan diinvestasikan pemilik harta di dalam wilayah Indonesia. Jika 
di lihat dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan Pengampunan Pajak ini melalui 
Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang tercantum 
dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena 
berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi 
perpajakan serta sanksi pidana dibidang perpajakan. 
Kebijakan Pengampunan Pajak sudah seharusnya didukung dengan kebijakan 
lain, seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan UU tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU tentang Pajak Penghasilan, UU tentang 
Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah, serta kebijakan lainnya di bidang perpajakan 
dan perbankan. 
Mereka yang memiliki kepentingan dalam perkembangan perusahaan sangatlah 
perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan kondisi keuangan suatu 
perusahaan tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan, 
yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. 
Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi pada 
suatu periode tertentu yang di mana merupakan hasil pengumpulan data keuangan yang  
kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan ataupun yang dapat dipergunakan 
sebagai alat bantu untuk para pemakai di dalam menilai kinerja perusahaan sehingga 
dapat mengambil keputusan yang tepat. 
Dalam menyusunan laporan keuangannya, perusahaan akan mengikuti suatu 
prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 
Sekarang ini DewanStandar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK 
IAI) telah mengesahkan pada tanggal 14 September 2016 tentang Exposure Draft 
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Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70 (ED PSAK 70) menjadi PSAK 70: 
Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. PSAK 70 ini memberikan 
pengaturan tentang bagaimana perlakuan akuntansi bagi entitas yang mengakui aset dan 
liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 11 tahun 2016 
tentang Pengampunan Pajak. PSAK 70 memberikan opsi bagi entitas untuk menerapkan 
pengukuran atas aset pengampunan pajak sebesar biaya yang diperolehnya dengan 
mengacu pada nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan dan liabilitas pengampunan 
pajak sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk 
menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan 
pajak. 
Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK sering dikenal dengan istilah laporan 
keuangan komersial.Laporan keuangan komersial ditunjukan untuk pihak intern dan ekstern 
perusahaan. Bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk menilai hasil kinerja 
perusahaan dalam suatu periode akuntansi, apakah selama periode tersebut terjadi kenaikan 
atau penurunan aktivitas usaha yang dapat dilihat dari pendapatan (hasil usaha), kemudian 
akan menghasilkan kenaikan (penurunan) laba usaha dari periode sebelumnya.  
Hal terpenting dari pengungkapan laporan PT Cansan Karya Nusantara Sejahtera 
adalah untuk menunjukan bahwa seluruh kegiatan yang terdapat pada perusahaannya 
telah sesuai dengan standar yang berlaku, di mana masyarakat mempunyai hak untuk 
mengetahui setiap dampak dari kegiatan bisnis bagi kesejahteraan masyarakat dan untuk 
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai.Informasi yang disajikan dalam 
laporan tahunan biasanya mencakup keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh 
perusahaan baik dalam neraca maupun laporan laba rugi yang dituangkan dalam catatan 
yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas dan salah satu yang terpenting dalam 
laporan tahunan adalah laporan keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan di 
perusahaan ini ada beberapa komponen yang belum sesuai dengan PSAK 70 tentang 
Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak .Bagaimana aset dan liabilitas 
pengampunan pajak seharusnya disajikan, dalam hal pengakuan dan pengukuran 
pendapatan menjadi masalah yang sangat penting. Kesalahan dalam perhitungan laba 
rugi, yang pada akhirnya akan memberikan informasi yang salah bagi pengguna laporan 
keuangan dalam hal pengambilan keputusan. Dengan adanya penyusunan ini diharapkan 
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PT Cansan Karya Nusantara Sejahtera dapat menerapkan sepenuhnya PSAK 70 pada 
laporan keuangan yang disajikan. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
terhadap laporan keuangan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja keuangan pada 
perusahaan yang kemudian akan dijabarkan dalam judul penelitian “Penyusunan 
Laporan Keuangan Setelah Adanya Tax Amnesty Pada PT Cansan Karya Nusantara 
Sejahtera Sesuai Dengan PSAK 70”. 
 
2. KAJIAN LITERATUR 
2.1 Laporan Keuangan  
Menurut Munawir (2010), Akuntansi adalah seni dari pada pencatatan, 
penggolongan, dan peringkasan dari peristiwa dan kejadian yang setidaknya sebagian 
bersifat keuangan dengan cara yang paling tepat dengan petunjuk atau dinyatakan dalam 
uang, serta penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari padanya. Laporan akuntansi 
disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna untuk para pemakai laporan, 
terutama untuk dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 
2.2 Laporan Keuangan Yang Pokok  
 Menurut Mampuh & Abdul (2016) Secara umum ada tiga bentuk laporan 
keuangan yang pokok yang dihasilkan oleh suatu perusahaan : 
1. Neraca 
2. Laporan Laba-Rugi 
3. laporan AliranKas 
2.3 Pengampunan Pajak 
Menurut Suharno (2016) Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang, yang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 
pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan semua harta yang belum 
diungkap dan membayar uang tebusan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 
Pengampunan Pajak. Sementara yang dimaksud dengan harta yaitu akumulasi tambahan 
kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik yang berwujud maupun yang tidak 
berwujud, baik bergerak maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di 
luar wilayah Indonesia.Sementara itu, pengertian uang tebusan adalah sejumlah uang 
yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. 
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2.4 Tarif  Menghitung Uang Tebusan 
Dalam rangka menghitung uang tebusan yang harus disetorkan ke kas negara, 
pasal 4 undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak mengatur 
sebagai berikut: 
1. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam  wilayah NKRI atau harta yang 
berada di luar NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan di 
dalamnya dalam jangka waktu paling singkat tiga (3) tahun terhitung pada saat 
dialihkan yaitu sebagai berikut : 
a. 2% untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sampai 
pada akhir bulan ketiga terhitung sejak mulai berlaku  undang-undang 
pengampunan pajak; 
b. 3% untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung 
sejak undang-undang pengampunan pajak mulai berlaku; 
c. 5%  untuk periode penyampaian surat pernyataan terhitung pada tanggal 1 
januari 2017 sampai pada tanggal 31 maret 2017. 
2. Tarif uang tebusan atas harta yang berada diluar wilayah NKRI dan tidak dialihkan 
ke dalam wilayah NKRI adalah sebesar : 
a. 4% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai 
dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak sejak Undang-Undang Pengampunan 
Pajak mulai berlaku; 
b. 6% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat 
terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku sampai 
pada tanggal 31 Desember 2016; dan 
c. 10% untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung pada tanggal 1 
Januari 2017 sampai pada tanggal 31 maret 2017. 
3. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran usahanya sampai 
dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun 
pajak terakhir adalah sebesar : 
a. 0,5% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai hartanya sampai dengan Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan;  
b. 2% bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai hartanya lebih dari 
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam surat pernyataan untuk 
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periode penyampaian surat pernyataan pada bulan pertama sejak undang-
undang pengampunan pajak ini mulai berlaku sampai pada tanggal 31 maret 
2017. 
2.5 PSAK 70 : Akuntansi Aset Dan Liabilitas Pengampunan Pajak 
Sebagai bentuk nyata dari dukungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atas 
program Tax Amnesty, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah 
mengesahkan PSAK 70 Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. PSAK ini 
memberikan panduan bagi entitas untuk menyusun pelaporannya, setelah pemberlakuan 
Undang-Undang Tax Amnesty. PSAK 70 ini akan memandu wajib pajak yang mengikuti 
Tax Amnesty, agar terhindar dari berbagai kesalahan akuntansi dan pelaporan keuangan 
yang mungkin timbul di kemudian hari. 
Ketua DPN IAI, Mardiasmo (2016) dalam launching PSAK 70 di BEI 
mengatakan sebagai asosiasi profesi yang menaungi akuntan di seluruh Indonesia, IAI 
akan senantiasa meningkatkan peran profesi akuntan dalam upaya untuk mencapai 
pertumbuhan ekonomi nasional bagi kesejahteraan rakyat. Sebagai organisasi profesi 
dan standard setter, IAI akan selalu berupaya memberikan sumbangsih terbaiknya untuk 
mendukung setiap program pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat bagi rakyat 
Indonesia. 
 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016) ED Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 
70 : Akuntansi dan Liabilitas Pengampunan Pajak terdiri dari paragraf 01-17 yang 
dilengkapi dengan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari ED PSAK 70. 
Seluruh paragraf dalam pernyataan ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. ED 
PSAK 70 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan Kerangka Dasar Penyusunan 
serta Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan 
Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan memberikan dasar memilih dan menerapkan 
kebijakan akuntansi pada saat tidak ada panduan yang eksplisit. 
2.6 Kerangka konseptual 





















Skema Kerangka Konseptual 
3. METODE PENELITIAN 
3.1 Bentuk Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka bentuk penelitian 
yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yang 
menggambarkan serta menjelaskan laporan keuangan PT Cansan Karya Nusantara dan 
memiliki sifat komparatif yakni membandingkan laporan keuangan PT Cansan Karya 
Nusantara dengan PSAK No. 70. 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan secara langsung ke PT Cansan Karya Nusantara yang 
berlokasi Jl Sungai Raya Dalam Komplek Golden City No.D2 Kabupaten Kubu Raya. 
Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih pada bulan Februari sampai dengan Maret 
2017. 
3.3 Data  
3.3.1 Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
a. Data Primer yaitu berupa data subyek yang diperoleh secara langsung dari 
sumbernya yang berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi 
Laporan Keuangan PT Cansan 





penyajian pada laporan keuangan 
PT Cansan Karya Nusantara 
Pengukuran 
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selama tahun 2015 yaitu Laporan Laba Rugi dan Laporan Neraca PT Cansan Karya 
Nusantara. 
b. Data Sekunder yaitu berupa data internal yang diperoleh dari obyek yang diteliti 
yaitu berupa struktur organisasi, sejarah perusahaan, dan gambaran umum tentang 
perusahaan. 
 
3.3.2 Sumber Data 
Sumber data ini didapat secara langsung dari PT Cansan Karya Nusantara, studi 
kepustakaan, buku acuan, dan literatur ilmiah. 
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti 
pegawai perusahaan khususnya pada pegawai yang dapat memberikan informasi 
yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan 
bagaimana pembayaran Tax Amnesty, perhitungannya, dan bagaimana bentuk 
laporan keuangan perusahaan. 
2. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mengumpulkan data–data berupa dokumen yang diperlukan 
dalam pembahasan peneliti seperti laporan keuangan perusahaan. 
3. Studi Kepustakaan  
Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dan 
diperoleh dari berbagai referensi literatur, jurnal-jurnal media cetak, dokumen arsip 
dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. 
3.4 Metode Analisis 
Pada penelitian ini, Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 
komparatif yaitu dengan cara membandingkan obyek penelitian dengan konsep 
pembanding. Obyek penelitian ini adalah Neraca dan Laporan Laba Rugipada PT 
Cansan Karya Nusantara.Sedangkan konsep pembandingnya adalah PSAK No. 70 
tentang Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. Tujuannya adalah 
mengungkapkan secara deskriptif data yang akan dianalisa oleh peneliti. 
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4. HASILDAN  PEMBAHASAN 
4.1 Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 70 tentang Akuntansi Aset 
Dan Liabilitas Pengampunan Pajak Pada PT Cansan Karya Nusantara 
Sejahtera 
Langkah awal yang dilakukan dalam penerapan PSAK 70 tentang Akuntansi Aset 
dan Liabilitas Pengampunan Pajak pada penyusunan laporan keuangan PT Cansan Karya 
Nusantara Sejahtera adalah di awali dengan melakukan observasi terhadap perusahaan 
tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat di ketahui bagaimana profil perusahaan dan sistem 
akuntansi yang berlaku di perusahaan PT Cansan Karya Nusantara Sejahtera. Kemudian, 
akan di lakukan penganalisian sistem pelaporan keuangan yang telah diterapkan 
sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan standar 
laporan keuangan dilakukan sehingga dapat di ketahui  apakahperusahaan ini sudah 
menerapkan PSAK 70 atau belum. Analisa yang dilakukan dengan membandingkan 
unsur-unsur laporan keuangan perusahaan dengan unsur-unsur laporan keuangan 
berdasarkan PSAK 70. 
Langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan yang telah sesuai dengan 
PSAK 70 pada perusahaan PT Cansan Karya Nusantara Sejahtera  dengan menggunakan 
data yang diperoleh dari perusahaan tersebut yang terkait dengan unsur – unsur di dalam 
laporan keuangan.  
Sebagai bahan pembahasan dalam penerapan PSAK 70, maka proses penganalisian 
yang dilakukan adalah menyajikan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan PT 
Cansan Karya Nusantara Sejahtera pada periode Januari – Desember 2016. Selanjutnya, 
melakukan perbandingan unsur – unsur laporan keuangan menurut PSAK 70 dari data 
yang diperoleh. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis, perusahaan PT Cansan 
Karya Nusantara Sejahtera menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi 
yang berlaku tetapi belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 70 sehingga perlu dilakukan 
koreksi pada posisi laporan keuangannya. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa laporan 
keuangan yang disusun perusahan PT Cansan Karya Nusantara Sejahtera belum 
sepenuhnya menerapkan PSAK 70. 
Dalam penyusunan laporan keuangan, berikut akan disajikan pembahasan elemen – 
elemen PSAK 70 serta penerapannya pada PT Cansan Karya Nusantara Sejahtera.  
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Tabel 4.1 
Pembahasan Elemen – Elemen PSAK 70 
No. PSAK 70 Pembahasan PSAK 70 dan penerapan 








Pada saat diterbitkannya Surat 
Keterangan, entitas dalam laporan posisi 
keuangannya: 
a. mengakui aset dan liabilitas 
pengampunan pajak jika 
pengakuan atas aset atau 




b. tidak mengakui suatu item 
sebagai aset dan liabilitas jika 
SAK tidak memperbolehkan 





c. mengukur, menyajikan, serta 
mengungkapkan aset dan 
liabilitas pengampunan pajak 


























Entitas mengakui aset 
dan liabilitas 
pengampunan pajak 
yang berasal dari 
pembayaran uang 
tebusan tax amnesty.  
 
Adanya pengakuan dari 
entitas tidak mengakui 
suatu item sebagai aset 
dan liabilitas jika SAK 
tidak memperbolehkan 








berdasarkan SAK yang 
berlaku tetapi belum 
sepenuhnya mengacu 
pada PSAK 70.  
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2. Pengakuan dan 
Pengukuran  
1. Pengukuran saat pengakuan awal  
a. Aset pengampunan pajak diakui 





b. Liabilitas pengampunan pajak 
diakui sebesar kewajiban 
kontraktual untuk menyerahkan 
kas atau setara kas untuk 
menyelesaikan kewajiban yang 
berkaitan langsung dengan 
perolehan aset pengampunan 
pajak. 
c. Entitas mengakui selisih antara 
aset pengampunan pajak dan 
liabilitas pengampunan pajak 
sebagai bagian dari tambahan 





d. Entitas mengakui uang tebusan 
yang dibayarkan dalam laba 





































Entitas mengakui biaya 




















laporan keuangan.   
 




laporan laba rugi. 
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2. Pengukuran Setelah Pengakuan 
Awal 
Pengukuran setelah pengakuan awal aset dan 
liabilitas pengampunan pajak 









pengukuran aset dan 
liabilitas pengampunan 
pajak pada SAK tetapi 
tidak mengacu pada 
PSAK 70. 
.3.  Penghentian 
Pengakuan 
Entitas menerapkan kriteria penghentian 
pengakuan atas masing-masing aset 
dan liabilitas pengampunan pajak 
sesuai dengan ketentuan dalam 
SAK lain yang relevan untuk 







atas masing – masing 
aset dan liabilitas 
dalam laporan 
keuangannya. 
4. Penyajian a. Aset dan liabilitas pengampunan 
pajak disajikan secara terpisah 
dari aset dan liabilitas lainnya 
dalam laporan posisi keuangan. 
 
b. Entitas tidak melakukan saling 










menyajikan aset dan 
liabilitas pengampunan 





hapus antara aset dan 
liabiliras dalam laporan 
keuangannya. 
Sumber : data diolah 
Dari analisis berdasarkan elemen – elemen PSAK 70 diatas, di ketahui bahwa di 
dalam penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh PT Cansan Karya Nusantara 
Sejahtera memiliki beberapa elemen yang belum sesuai dengan PSAK 70 seperti pada : 
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1. Elemen laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dan bisa digunakan 
perusahaan menilai laporan keuangannya namun belum disajikan secara lengkap 
sesuai dengan ketentuan PSAK 70. 
2. Pada saat diterbitkannya surat keterangan pengampunan pajak entitas mengakui 
aset dan liabilitas pengampunan pajak yang disyaratkan dalam SAK tetapi tidak 
memasukkankannya dalam laporan posisi keuangan. 
3. Pada elemen kebijakan akuntansi entitas tidak mengakui suatu item sebagai aset 
dan liabilitas apabila SAK tidak memperbolehkan pengakuan atas item tersebut 
dan entitas mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas 
pengampunan pajak hanya sesuai dengan SAK tanpa mengikuti PSAK 70 
mengenai aset dan liabilitas pengampunan pajak. 
4. Pada elemen pengakuan dan pengukuran, pengukuran saat pegakuan awal entitas 
mengakui aset sebesar biaya perolehan aset dan liabilitas diakui sebesar kewajiban 
kontraktual untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan perolehan aset. 
Selain itu, entitas juga mengakui selisih antara aset dan liabilitas pengampunan 
pajak tetapi tidak dimasukkan dalam laporan keuangan sebagai bagian tambahan 
modal disetor di dalam ekuitas. 
5. Entitas mengakui jumlah uang tebusan yang dibayarkan sesuai yang ditetapkan 
dalam surat keterangan. 
6. Pengukuran setelah pengakuan awal entitas hanya melakukan pengukuran 
berdasarkan SAK yang berlaku tanpa mengacu pada PSAK 70. 
7. Pada elemen penyajian dalam laporan keuangan entitas tidak menyajikan secara 
terpisah dari aset dan liabiltas lainnya dalam laporan keuangannya. 
Setelah menerapkan analisis penerapan PSAK 70 dalam menyusun laporan keuangan 
dan semua informasi serta data yang dibutuhkan telah terkumpul, langkah selanjutnya 
yang dilakukan adalah menyusun laporan keuangan pada PT Cansan Karya Nusantara 
Sejahtera. 
 
4.2 Prosedur pencatatan asset dan liabilities yang belum dilaporkan 
Ketika mendeklarasikan harta, otomatis juga akan mengakuinya dalam sistem 
akuntansi perusahaan. Perlakuan akuntansi yang tepat untuk hal ini adalah dengan 
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mengakui harta tersebut sebesar nilai wajarnya di sisi debit dan menaikkan jumlah 
ekuitas pemegang saham, dalam hal ini Tambahan modal disetor di sisi kredit. 
Sebagai contoh PT Cansan Karya Nusantara Sejahtera memutuskan untuk mengikuti 
program pengampunan pajak dan mengakui aset berupa sebidang tanah dan kendaraan 
alat berat  dengan nilai wajar sebesar Rp 2,18 miliar. 
Jurnal yang harus dibuat oleh Perusahaan adalah sebagai berikut: 
Dr - Tanah dan kendaraan Rp 2,18 miliar 
Cr- Tambahan Modal Disetor Rp 2,18 miliar 
Dalam sistem pengampunan pajak, selain mengakui harta yang sebelumnya tidak 
dilaporkan perusahaan juga diperbolehkan untuk mengakui utang yang dimilikinya yang 
dapat digunakan sebagai pegurang sehingga uang tebusan yang dibayarkan berkurang 
jumlahnya. Secara konseptual, selisih atas harta dan utang yang tidak dilaporkan tersebut 
merupakan jumlah laba ditahan sesungguhnya yang dimiliki perusahaan. 
Sebagai contoh, harta berupa sebidang tanah dan kendaraan alat berat senilai Rp 
2,18 miliar milik PT Cansan Karya Nusantara Sejahtera tersebut ternyata dibiayai 
dengan utang sebesar Rp 1.04 miliar. 
Maka jurnal yang dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut: 
Dr - Tambahan Modal Disetor Rp 1,04 miliar 
Cr- Utang Rp 1,04 miliar 
atau bisa digabungkan dengan jurnal sebelumnya menjadi sebagai berikut : 
Dr – Tanah dan kendaraan  Rp 2,18 miliar 
Cr - Utang Rp 1,04 miliar 
Cr - Tambahan Modal Disetor Rp 1,14 miliar 
Kedua yaitu terkait dengan uang tebusan yang dibayarkan. Uang tebusan dibayarkan 
berdasarkan persentase tertentu dari selisih harta dan utang yang sebelumnya tidak 
dilaporkan. Uang tebusan harus dibayarkan secara langsung melalui bank persepsi 
sehingga di sisi kredit mengurangi kas perusahaan dan di sisi debit merupakan beban 
yang harus diakui oleh perusahaan. 
Melanjutkan contoh di atas, dengan harta bersih sebesar Rp 1,14 miliar PT. Cansan 
Karya Nusantara Sejahtera diwajibkan membayar uang tebusan sebesar Rp 34,2 juta (3% 
x Rp 1,14 miliar) karena mengikuti program pengampunan pajak di periode 2. Jurnal 
yang harus dibuat oleh perusahaan adalah sebagai berikut: 
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Dr - Beban Uang Tebusan Rp 34,2 juta 
Cr - Kas Rp 34,2 juta 
4.3 Penyusunan Laporan Keuangan setelah Tax Amnesty berdasarkan PSAK 70 
Setelah Wajib Pajak Badan melakukan Tax Amnesty maka asset dan liabilities yang 
tadinya tidak ditampilkan atau disembunyikan dari Laporan Keuangan, sekarang 
ditampilkan dalamlaporan keuangan.Sehingga diharapkan kedepannya laporan keuangan 
transparansi dan akuntabilitasnya lebih terjaga.Transparansi dan akuntabilitas yang 
menjadi kualitas suatu laporan keuangan mengakibatkan semakin tinggi tingkat 
kepercayaan stake holder terhadap informasi yang dihasilkan oleh laporan keuangan. 
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, berikut adalah laporan posisi keuangan dari 




PT Cansan Karya Nusantara Sejahtera 
Laporan Posisi Keuangan setelah tax amnestyper 31 Desember 2016 
 
Kas dan Bank                                          Rp  500.000.000 
Piutang                                                    Rp  150.000.000 
Total Aset Lancar                                                                  Rp  650.000.000 
Aset Tetap  
Gedung Kantor                              Rp 2.300.000.000 
Kendaraan                                     Rp     385.000.000 
Inventaris Kantor                           Rp 1.535.000.000 
Total Aset Tetap                                                                    Rp 4.220.000.000  
Aset Kendaraan (Tax Amnesty)                                            Rp 2.180.000.000 
Total Aktiva                                                                           Rp 7.050.000.000 
 
Total Liabilitas Jangka Pendek             Rp 1.040.000.000 
Total liabilitas jangka panjang              Rp      34.200.000 
Total Liabilities                                                                      Rp 1.074.200.000 
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Modal                                                   Rp. 4.500.000.000 
Tambahan Modal Disetor                    Rp.  1.140.000.000 
Saldo Laba                                           Rp.     335.800.000 
Total Ekuitas                                                                          Rp 5.975.800.000 
Total Liabilitas dan Ekuitas                                                    Rp 7.050.000.000 
Sumber : data diolah 
 
4.4 Penyusunan Laporan Laba/Rugi Setelah Tax Amnesty 
Laporan laba rugi adalah suatu laporan sistematis yang mengandung pos pendapatan, 
beban, laba ataupun rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. 
Laporan laba rugi membantu pemakai laporan keuangan mengevaluasi kemampuan 
perusahaan dalam beroperasi dan memprediksi hasil aktivitas operasional perusahaan 
dimasa mendatang. Berikut ini adalah laporan laba rugi setelah tax amnesty berdasarkan 
PSAK 70 : 
 
Tabel 4.3 
PT Cansan Karya Nusantara Sejahtera 
Laporan Laba/ Rugi per 31 Desember 2016 
Kontrak Pekerjaan                              Rp 12.500.000.000,00 
PPN                                                    Rp    1.136.363.636,36 
Kontrak Bersih                                                                      Rp 11.363.636.363,64 
 
Biaya Langsung/HPP                           
Pembelian Bahan                                 Rp 9.000.000.000 
Biaya Gaji, Upah Proyek                     Rp    500.000.000 
Biaya Transportasi                               Rp    250.000.000 
Biaya Sewa                                          Rp       50.000.000 
Biaya Lainnya                                      Rp    500.000.000 
Total HPP/Biaya Langsung                                                 Rp 10.300.000.000,00 
Laba Kotor                                                                           Rp   1.063.636.363,64 




Biaya Usaha Lainnya 
Biaya Gaji, Upah Bonus, Dll              Rp.    120.000.000 
Biaya Transportasi                              Rp.      54.000.000 
Biaya Penyusutan Dan Amortisasi      Rp.        5.000.000 
Biaya Sewa                                          Rp      10.000.000 
Biaya Sehubungan Dengan Jasa          Rp.     50.000.000 
Biaya Pajak (Tebusan Tax Amnesti)   Rp.     34.200.000 
Biaya Lainnya                                      Rp.   100.000.000 
Jumlah Biaya                                                                            Rp 373.200.000,00 
Laba/ rugi                                                                                Rp 690.436.363,64 
Sumber : data diolah 
Dari dua laporan keuangan yang telah disusun yaitu laporan posisi keuangan dan 
laporan laba rugi, maka dapat diketahui bahwa PSAK 70 dapat di terapkan pada PT 
Cansan Karya Nusantara Sejahtera. Hal ini dapat terlihat dari adanya kesesuaian antara 
laporan keuangan yang telah disusun dengan peraturan penyajiannya. Berikut ini 
beberapa informasi untuk catatan atas laporan keuangan: 
1. Terhadap laporan posisi keuangan PT Cansan Karya Nusantara Sejahtera dapat 
dilihat bahwa setelah tax amnesty adanya tambahan akun Aset Kendaraan (tax 
amnesty) dikarenakan entitas mengakui aset pengampunan pajak sebesar biaya 
perolehan aset pengampunan pajak (sesuai PSAK 70 paragraf 06), sehingga aset 
tetap nya meningkat dari Rp 4.220.000.000 menjadi Rp. 6.400.000.000. Kemudian 
diikuti dengan peningkatan aset sebesar Rp 7.050.000.000 
2. Peningkatan liabilitas juga terjadi sebesar Rp 1.074.200.000. Ini didapat dari jumlah 
utang terkait tax amnesty. 
3. Peningkatan ekuitas juga terjadi sebesar Rp 4.835.800.000 meningkat menjadi Rp 
5.975.800.000 setelah ditambah tambahan modal disetor pada ekuitas sebesar Rp. 
1.140.000.000. Sehingga di dalam hal ini peningkatan yang terjadi dalam kenaikan 
nilai aset juga akan akan meningkatkan kenaikan liabilitas dan kenaikan ekuitas. 
4. Pada laporan laba rugi adanya tambahan akun biaya pajak (tebusan tax amnesty) 
sebesar Rp 34.200.000 sehingga menambah kenaikan pada jumlah biaya. Hal  ini 
sesuai pada PSAK 70 mengenai pengakuan dan pengukuran paragraph 09 tentang 
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entitas mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada perioe 
disampaikannya surat pernyataan.   
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan uraian-uraian yang telah 
ditemukan pada bab IV mengenai pembahasan penyusunan laporan keuangan PT 
Cansan Karya Nusantara Sejahtera, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
a. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 70 pada PT Cansan Karya 
Nusantara Sejahtera belum sepenuhnya menerapkan penyajian laporan keuangan 
yang sesuai dengan PSAK 70 seperti salah memasukkan akun dalam laporan 
keuangannya sehingga perlu dilakukan pengoreksian.  
b. Adanya pengakuan aset ini maka terjadi perubahan nilai aset dan juga adanya 




a. Perusahaan harus mempelajari lebih mendalam tentang PSAK 70 yang telah 
ditetapkan IAI yang di peruntukkan bagi wajib pajak yang mengakui aset dan 
liabilitas pengampunan pajak agar menguasai penyusunan laporan keuangan sesuai 
standar PSAK 70. 
b. Memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk mempelajari penyusunan 
laporan keuangan secara mendalam. 
c. Bila tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari 
sektor pajak dan meningkatkan upaya kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah 
memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai tax amnesty 
supaya timbul kesadaran masyarakat dalam kewajiban pajak kepada Negara menjadi 
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